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ABSTRAK 
 

Pengembangan Kompetensi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur  
Kantor Regional V BKN Jakarta 
Epi Karyawati, Asropi, Hamka 
epi.2244021009@stialan.ac.id 
Politeknik STIA LAN Jakarta 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan 
pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V BKN Jakarta 
dan merumuskan strategi pengembangan kompetensi melalui analisis alternatif 
model pengembangan COACHEE. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data mempergunakan wawancara beberapa 
informan kunci dan telaah dokumen. Informan kunci terdiri dari 10 orang Analis 
SDM Aparatur dengan jenjang jabatan yang berbeda dan para pengelola data 
kompetensi dan pembinaan jabatan fungsional. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa keyakinan dan nilai-nilai, pengalaman, keterampilan, karakteristik 
kepribadian, motivasi, emosional dan kemampuan intelektual menjadi faktor yang 
menentukan pengembangan kompetensi Analis SDM Aparatur Kantor Regional V 
BKN Jakarta. Ada beberapa faktor yang menghambat pengembangan kompetensi 
yaitu anggaran pengembangan yang terbatas, zona nyaman pegawai senior, 
beban dan target kinerja serta minimnya program pendidikan dan pelatihan. Kantor 
Regional V BKN Jakarta telah melaksanakan model pengembangan dengan baik, 
namun untuk menghadap hambatan diperlukan langkah strategis yaitu 
meningkatkan komitmen pimpinan, melaksanakan perencanaan pengembangan 
secara transparan, menerapkan pembelajaran melalui pengalaman, fleksibilitas 
program pelatihan, monitoring evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi dengan pihak 
ketiga untuk menyediakan alternatif pelatihan. Penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan referensi dalam merancang kebijakan terkait pengembangan 
kompetensi ASN khususnya untuk jabatan fungsional Analis Sumber Daya 
Manusia Aparatur. 
 
Kata kunci  : Analis SDM Aparatur; Pengembangan Kompetensi  
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ABSTRACT 
 

Development of Human Resource Analyst Competency  
at Regional Office V of The State Civil Service Agency 

Epi Karyawati, Asropi, Hamka 
epi.2244021009@stialan.ac.id  
Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This research aims to determine the competency factors of development of HR 

Analysts for Regional Office V of the Jakarta State Civil Service Agency and 

formulate a competency development strategy through of alternative COACHEE 

development models. This research uses a qualitative approach. Data collection 

techniques used interviews with several key informants and document review. The 

key informants consisted of 10 HR Apparatus Analysts with different job levels and 

managers of competency data and functional position development. The results of 

this research show that beliefs and values, experience, skills, personality 

characteristics, motivation, emotional and intellectual abilities are the factors that 

determine the competency development of HR Analysts for the Regional Office V 

of the Jakarta State Civil Service Agency. Limited budget allocations, comfort 

zones, burdens and performance targets as well as a lack of training programs are 

obstacles in developing competencies. Regional Office V of the Jakarta State Civil 

Service Agency has implemented the development model well, however, to 

overcome obstacles, strategic steps are needed, namely increasing leadership 

commitment, implementing transparent development planning, applying learning 

through experience, training program flexibility, continuous evaluation monitoring 

and collaboration with third parties to provide alternative training. It is hoped that 

this research can become reference material in designing policies related to 

developing civil services officer competencies, especially for the functional position 

of Apparatus Human Resources Analyst.  

Keywords : Aparatus Human Resources Analyst; Competency Development 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konstan evolusi senantiasa terjadi di dunia yang memacu manusia untuk terus 

beradaptasi dan mengembangkan diri demi bertahan hidup untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pandemi Covid-19 turut memberi andil perubahan dalam 

kehidupan manusia, memaksa kita bertahan dan menyesuaikan diri dengan 

keadaan serta perubahan yang dibawanya dalam hal budaya, kreativitas, cara 

hidup bermasyarakat sampai dengan perubahan pada sistem kerja. Perubahan 

demi perubahan ini kemudian membentuk pola pikir adaptif dan responsif, hal ini 

senada dengan Rivai (2006) yang menyatakan bahwa pergeseran nilai sosial di 

masyarakat karena adanya perubahan pola hidup akan berpengaruh terhadap 

manajemen sumber daya manusia.  

Perkembangan pengetahuan teknologi di segala bidang menuntut adanya 

peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi oleh angkatan kerja 

utamanya Aparatus Sipil Negara (ASN). Penguasaan pengetahuan dan teknologi 

oleh ASN sangat diperlukan untuk mendukung visi Indonesia Emas di tahun 2045. 

Untuk menunjang hal ini pula Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan pelatihan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kompetensi di kalangan ASN sehingga ASN memiliki 

nilai kompetitif di tingkat global (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). 

Lebih jauh lagi, ASN saat ini dihadapkan pada fenomena tren global 

digitalisasi birokrasi yaitu perubahan proses-proses administratif dan operasional 

pemerintah dan instansi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan 

sistem informasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan 

kualitas pelayanan publik. Bahkan dalam acara Kompas 100 CEO Forum Tahun 

2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan 

kecerdasan buatan (AI) untuk mengerjakan tugas-tugas administratif ASN 

(Kompas.com, 2019). Perkembangan digitalisasi ini juga menjadi dorongan bagi 

pemerintah untuk melakukan pemangkasan pejabat struktural Eselon IV dan III 

menjadi pejabat fungsional, di mana seluruh instansi pemerintah harus 
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melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan berbasis pada fungsional dan 

berkinerja mengutamakan hasil dan keahlian (Kementerian PAN-RB, 2021). 

Setelah terlaksananya reformasi birokrasi dalam hal pemangkasan jumlah 

pejabat struktural eselon IV dan III menjadi pejabat fungsional, total ASN 

fungsional per Juni 2023 berjumlah 2.103.661 orang (BKN RI, 2023). Data tersebut 

memberikan gambaran bahwa tenaga fungsional merupakan tulang punggung 

utama pemerintahan Indonesia. Jumlah yang dominan tersebut tentu saja harus 

sebanding dengan kinerjanya. Oleh karena itu, ASN harus senantiasa diberikan 

pengembangan kompetensi fungsional yang sesuai agar dapat memberikan 

kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien. 

 

 

Gambar 1. 1. Data Statistik ASN Semester I Tahun 2023 (BKN RI, 2023). 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kementerian PAN-RB) melakukan penataan Jabatan Fungsional dengan 

mengeluarkan kebijakan terkait Jabatan Fungsional yaitu Peraturan Menpan-RB 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Kebijakan tersebut dipilih untuk 

menampung harapan para pejabat fungsional yang selama ini disibukkan dengan 

pemenuhan Penilaian Angka Kredit (PAK), yang akan beralih dan terfokus pada 

pencapaian kinerja organisasi (Kementerian PAN-RB, 2023; Menpan.go.id, 2024). 

Peraturan tersebut mengubah mindset pejabat fungsional yang awalnya 

mengerjakan tugas terpaku pada butir kegiatan untuk pemenuhan PAK, yang 
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terkadang tidak sejalan (inline) dengan capaian kinerja instansinya. Dengan 

adanya peraturan tersebut fokus kerja fungsional berubah dan capaian kinerjanya 

saling berkaitan antara capaian individu pejabat fungsional dengan atasannya 

serta pada akhirnya akan mendukung capaian kinerja instansi (cascading).  

Tuntutan dunia di masa depan akan mengharuskan ASN mampu bersaing, 

berkembang dan unggul dalam beberapa hal seperti penguasaan teknologi dan 

perangkat digital, kecerdasan buatan serta otomatisasi administrasi. Selain itu 

juga, ASN harus mampu menjawab setiap kompleksitas ilmu pengetahuan, literasi 

digital, literasi keuangan, literasi hukum dan lain-lain. ASN di masa depan dituntut 

memiliki kompetensi yang luas, selalu siap dan dapat beradaptasi dengan baik 

dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Untuk mewujudkan misi 

tersebut mungkin akan terasa berat mengingat bahwa negara kita masih 

menghadapi berbagai tantangan persaingan global di mana IMD World 

Competitiveness Center (2024) menyampaikan Indonesia menduduki peringkat ke 

27 di bawah Thailand dan Korea Selatan, apalagi Singapura yang menduduki 

peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki 

kompetensi persaingan yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain, 

bahkan dengan sesama negara di Asia Tenggara. 

Penyederhanaan birokrasi dan fokus pada fungsional menjadi arah kebijakan 

yang dipilih pemerintah dalam beradaptasi dengan perubahan dunia yang lebih 

mobile saat ini. Fenomena ini memberi peluang pejabat fungsional untuk 

berkembang dan berprestasi dan menjadi tugas penting setiap instansi untuk 

memfasilitasinya. Sehingga perlu disediakan wadah pengembangan kompetensi 

dalam rangka penambahan wawasan, pengetahuan, komunikasi, inovasi dan 

keterampilan yang adaptif dan efektif mendukung tugas fungsinya tersebut. 

Kompetensi adalah kata kunci utama pengembangan ASN. Mendapatkan 

program pengembangan kompetensi adalah hak setiap ASN. Hak itu tentu saja 

harus tetap memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi 

(assessment) masing-masing ASN tersebut. Uji kompetensi dilaksanakan guna 

memperoleh gambaran jelas kompetensi ASN yang dimiliki. Hal tersebut berupaya 

menilai kelebihan maupun kekurangan kompetensi yang harus ditingkatkan. 

Setiap Instansi pemerintah dituntut untuk memiliki profiling kompetensi seluruh 

jajarannya melalui kegiatan assessment atau pemetaan untuk membaca kondisi 
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kompetensi pegawai agar dapat memberdayakannya secara optimal. Hasil dari 

assessment tersebut menjadi dasar evaluasi instansi dalam melakukan 

pengembangan kompetensi pegawainya.  

 

 

 

Gambar 1. 2. Indeks Persaingan Global Indonesia Tahun 2024 
(IMD World Competitiveness Center, 2024) 

Kompetensi adalah kata kunci utama pengembangan ASN. Mendapatkan 

program pengembangan kompetensi adalah hak setiap ASN. Hak itu tentu saja 

harus tetap memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi 

(assessment) masing-masing ASN tersebut. Uji kompetensi dilaksanakan guna 

memperoleh gambaran jelas kompetensi ASN yang dimiliki. Hal tersebut berupaya 

menilai kelebihan maupun kekurangan kompetensi yang harus ditingkatkan. 

Setiap Instansi pemerintah dituntut untuk memiliki profiling kompetensi seluruh 

jajarannya melalui kegiatan assessment atau pemetaan untuk membaca kondisi 

kompetensi pegawai agar dapat memberdayakannya secara optimal. Hasil dari 

assessment tersebut menjadi dasar evaluasi instansi dalam melakukan 

pengembangan kompetensi pegawainya.  

Pengembangan kompetensi ASN diatur dalam PP No. 17 Tahun 2020 tentang 

perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang 

menyatakan bahwa ASN memiliki hak kesempatan yang sama untuk 

diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dan wajib memperhatikan hasil 
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penilaian kinerja dan kompetensi yaitu minimal 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam 

1 (satu) tahun dan dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran 

terintegrasi (menpan.go.id, 2020). 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan jenis-jenis 

penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yaitu pendidikan dan 

pelatihan. Dalam konteks ini, Pendidikan diterjemahkan sebagai pengembangan 

kompetensi melalui Pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan resmi 

(menpan.go.id, 2020). Di sisi lain, upaya pengembangan kompetensi melalui jalur 

pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan klasikal yang dilakukan melalui 

kegiatan resmi dalam kelas atau ruangan seperti kegiatan pelatihan, seminar, 

lokakarya, sosialisasi, konferensi, kursus, kelas belajar, bimbingan pelatihan 

teknis/ manajerial/ kepemimpinan yang biasanya jumlah dan personilnya telah 

ditentukan sebelumnya. Sedangkan pelatihan non klasikal adalah pelatihan yang 

dilakukan di luar kelas formal dan biasanya dilakukan atas inisiatif dan keinginan 

sendiri seperti pemanfaatan teknologi informasi melalui belajar mandiri di berbagai 

media daring (yogyakarta.bkn.go.id, 2023).  

Pemerintah memberikan amanah pengelolaan manajemen kepegawaian ASN 

pada instansi Badan Kepegawaian Negara yang sesuai dengan Peraturan BKN 

Nomor 29 Tahun 2020. Tugas ini pun memberikan BKN ruang untuk 

menyelenggarakan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN di seluruh 

Indonesia. Membina pengelolaan manajemen kepegawaian menjadikan BKN 

sebagai instansi pembina jabatan fungsional terkait manajemen pengelolaan 

kepegawaian, yaitu: Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 

(Analis SDM Aparatur) yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 37 

Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. 

Jumlah Jabatan Fungsional di BKN saat ini mencapai 75% dari total seluruh 

pegawai BKN secara nasional (BKN RI, 2023). Jumlah yang sangat besar ini ibarat 

koin memiliki dua kemungkinan. Bisa menjadi keuntungan atau modal bagi instansi 

karena memiliki sumber daya yang melimpah, juga bisa menjadi kerugian jika 

jumlah tersebut menjadi tantangan atau hambatan dalam pencapaian kinerja 

organisasi karena tidak direncanakan pengembangan dan pemanfaatannya 

dengan baik.  
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Gambar 1. 3. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BKN Tahun 2022 

 

Tahun 2023 BKN mendapatkan nilai IP ASN 81,71 dalam kategori tinggi 

(Kanreg V BKN Jakarta, 2023b). Namun jika dilihat dari perolehan nilai pada 

masing-masing unit Eselon II, diketahui bahwa masih banyak yang mendapatkan 

nilai di bawah rata-rata. Terdapat 7 unit kerja di pusat dan 4 unit kerja Kantor 

Regional yaitu Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN Jakarta, 

Kantor Regional XIII BKN Aceh dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari.  
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Kantor Regional BKN berperan sebagai instansi pembina di wilayah kerja 

tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masing-masing unit Kantor 

Regional menjalankan fungsi mengelola manajemen kepegawaian, termasuk 

pengembangan kompetensi ASN di wilayah kerjanya. Sebagai pembina, para 

pegawainya harus mempunyai penerapan nilai-nilai yang menjadi role model 

pembinaan kepegawaian bagi masyarakat ASN di wilayah kerjanya. Hal tersebut 

menjadi menarik karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat 

dengan beragam suku budaya dan karakter masyarakat yang beragam. Beda 

karakter budaya masyarakat, beda juga tingkat kemudahan pelayanannya. 

Masyarakat dengan karakter keras memiliki tantangan yang lebih sehingga perlu 

kematangan kompetensi sosial kultural pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepegawaian.   

Data Laporan Kinerja Tahun 2022, Kantor Regional V BKN Jakarta memiliki 

nilai Indeks IP ASN 79,68 yang artinya berada di bawah rata-rata nilai keseluruhan 

unit kerja di lingkungan BKN bersama dengan ketiga Kantor Regional lainnya. 

Meskipun nilai tersebut tertinggi dibandingkan ketiganya akan tetapi Kantor 

Regional V BKN Jakarta memiliki keistimewaan yaitu memiliki tiga wilayah Provinsi 

dengan pulau dan karakter budaya masyarakat yang berbeda. Sehingga para 

pegawainya harus mempunyai kompetensi yang mumpuni, terutama pejabat 

fungsional di bidang kepegawaian salah satunya adalah Jabatan Fungsional 

Analis Kepegawaian atau saat ini berubah nomenklatur menjadi Analis Sumber 

Daya Manusia. 

Namun, bobot penilaian kompetensi dalam Indeks IP ASN Kantor Regional V 

BKN memberikan nilai yang kurang optimal karena perencanaan dan 

pengembangan kompetensi yang belum kreatif dan inovatif. Selain itu masih ada 

beberapa pegawai pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme 

inpassing/perpindahan dari jabatan lain atau melalui mekanisme penyederhanaan 

birokrasi yang belum mengikuti pelatihan fungsional Jabatan Fungsional terkait 

(meskipun sekarang bukan syarat wajib tetapi mempengaruhi sistem penilaian 

indeks IP ASN unit kerja). 
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Gambar 1. 4. Rumpun Jabatan di Kanreg V BKN Tahun 2023  

Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi 

BKN di regional atau provinsi, Kantor Regional V BKN Jakarta membina dan 

menyelenggarakan pengelolaan manajemen kepegawaian ASN di tiga provinsi, 

yaitu: Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kerja Provinsi DKI 

Jakarta baik yang berupa Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kementerian dan 

Lembaga (K/L) (jakarta.bkn.go.id, 2024).  Kantor Regional V BKN Jakarta memiliki 

keistimewaan tersendiri yaitu satu-satunya Kantor Regional yang memegang tiga 

wilayah berbeda, tiga pulau berbeda, serta tiga kultur sosial dan budaya yang 

berbeda. Berbagai  instansi Pemda dan K/L  yang berada di tiga daerah tersebut 

memberikan tantangan jarak geografis, perbedaan karakter suku budaya serta 

perbedaan tingkat penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua 

aspek tersebut memberikan konteks yang penting dan kompleks dalam pelayanan 

kepegawaian. 

Jumlah pegawai dengan Jabatan Fungsional di Kantor Regional V BKN 

Jakarta sampai akhir semester I Tahun 2023 mencapai 73%, salah satu Jabatan 

Fungsional yang paling banyak adalah Analis SDM Aparatur yaitu mencapai 45% 

dari total keseluruhan pegawai yang ada. Banyaknya ASN dengan Jabatan 

Fungsional menjadi modal sekaligus menjadi tantangan dalam pengelolaan 

kompetensinya. Apabila tidak dikelola dengan benar maka bisa menimbulkan 
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berbagai masalah terutama dalam hal pencapaian tujuan dan kinerja instansi 

(Kanreg V BKN Jakarta, 2023b). 

Kantor Regional V BKN sebagai pembina Jabatan Fungsional SDM Aparatur 

sudah selayaknya memiliki sumber daya aparatur dengan kompetensi yang 

mumpuni dan menjadi tolak ukur pembinaan fungsional bagi instansi lain. Namun, 

hasil pengukuran kompetensi yang dilakukan dengan metode Computer Assisted 

Competency Test (CACT) terhadap ASN di Kanreg V BKN pada tahun 2022 

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

beberapa ketimpangan kompetensi pegawai khususnya pada ASN dengan 

Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur (Kanreg V BKN Jakarta, 2023a). 

Berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh data para pegawai Analis SDM 

Aparatur memperoleh angka optimal yang di bawah rata-rata. Angka di bawah 

rata-rata tersebut terdapat pada dua kategori, yaitu: a. Kategori optimalisasi 

emerging skills yang bernilai 44%, dan b. Kategori optimalisasi literasi digital 

dengan nilai 32%. Hasil ini menunjukkan adanya gap kompetensi pada Fungsional 

Analis SDM Aparatur yang ada di Kantor Regional V BKN Jakarta (Kanreg V BKN 

Jakarta, 2023c). Meskipun fungsional Auditor Manajemen Kepegawaian juga 

memiliki komposisi gap kompetensi yang kurang lebih sama, tetapi fungsional 

Analis SDM Aparatur memiliki jumlah yang lebih banyak dan mendominasi 

komposisi jabatan yang ada sehingga penting untuk dilakukan pembinaan dan 

peningkatan kompetensinya.  

Selain itu, berdasarkan data kepegawaian pada akhir tahun 2023, pegawai 

fungsional Analis SDM Aparatur di lingkungan Kantor Regional  V BKN Jakarta 

yang diikutsertakan dalam uji kompetensi untuk kenaikan jenjang Madya banyak 

yang gagal, hanya 2 orang yang berhasil lulus dari 8 orang yang diusulkan. Hal ini 

menjadi perhatian penting untuk dilakukan evaluasi dalam hal pengembangan 

kompetensi supaya jumlah pegawai fungsional khususnya Analis SDM Aparatur 

yang lulus uji kompetensi menjadi lebih banyak lagi (Kanreg V BKN Jakarta, 

2023c). 

Program pengembangan kompetensi sebagai pelaksanaan PP No. 20 Tahun 

2020 tentang Manajemen ASN adalah kewajiban setiap ASN mengikuti program 

pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP). Program tersebut 

pada praktiknya ternyata belum berjalan dengan baik. Persentase pejabat 
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fungsional Analis SDM Aparatur yang berhasil melewati batas minimal kewajiban 

pengembangan kompetensinya berjumlah 82%. Namun, terdapat kesenjangan 

nilai JP antara nilai tertinggi dan terendah yang terlampau jauh. Sehingga 

kompetensi yang didapatkan tidak merata dan menyebabkan kesenjangan 

pengetahuan dan keterampilan para pemangku jabatan tersebut (Kanreg V BKN 

Jakarta, 2023c). 

 

Tabel 1. 1. Hasil CACT Kantor Regional V BKN Tahun 2022 (Kanreg V BKN 
Jakarta, 2023a). 

No. Jabatan 
Optimalisasi 
Manajemen 

Sosio kultural 

Optimalisasi 
Emerging 

Skills 

Optimalisasi 
Literasi 
Digital 

Keterangan 

1 Struktural 
(Pengawas & 
Administrator) 

87,5% 100% 50% Gap kompetensi paling banyak 
di bidang literasi digital  

2 Pranata 
Komputer 

87,5% 100% 0% Gap kompetensi paling banyak 
di bidang literasi digital  

3 Auditor 
Manajemen 
Kepegawaian 

80% 40% 40% Gap kompetensi terjadi di 
bidang emerging skill dan 
literasi digital  

4 Assessor SDM 
Aparatur 

100% 100% 100% Tidak ada gap kompetensi 
 
 

5 Analis SDM 
Aparatur 

73% 44% 32% Gap kompetensi di semua 
bidang dan yang paling 
banyak di bidang literasi digital  

6 Jabatan 
Fungsional 
Keuangan 

60% 83% 83% Gap kompetensi paling banyak 
di bidang manajemen sosio 
kultural  

7 Arsiparis 100% 50% 50% Gap kompetensi terjadi di 
bidang emerging skill dan 
literasi digital  

8 Analis Hukum 100% 100% 100% Tidak ada gap kompetensi 
 
 

9 Jabatan Umum 
Pelaksana 

71% 40% 85% Gap kompetensi terjadi di 
bidang manajemen sosio 
kultural dan emerging skill 
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Gambar 1. 5. Sebaran Perolehan JP Tahun 2023 Analis SDM Aparatur Kanreg V 
BKN Jakarta (Kanreg V BKN Jakarta, 2023b). 

Tidak meratanya kompetensi di antara pegawai fungsional Analis SDM 

Aparatur harus mendapatkan perhatian yang serius. Pengembangan kompetensi 

pegawai yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pemikiran yang terbuka dan 

bersedia belajar hal-hal baru (emerging skills) akan mendukung pekerjaan para 

ASN menjadi modal utama menghadapi perubahan di masa mendatang. 

Sebagaimana dinyatakan dalam World Economic Forum tahun 2020, bahwa salah 

satu keterampilan yang harus dimiliki seseorang menghadapi 2025 adalah belajar 

aktif dan fleksibel (World Economic Forum, 2020). Hal ini selaras dengan inti ASN 

BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, 

Adaptif dan Kolaboratif) yang digadang-gadang oleh pemerintah. 

Perkembangan jumlah Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dalam 

instansi diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan prestasi dan kinerja 

instansi tersebut. Jumlah yang melimpah jangan menjadi beban yang 

memberatkan instansi dalam pencapaian tujuan dan target kinerja. Sebaliknya 

jumlah tersebut harus menjadi modal utama penggerak roda pelayanan publik 

yang baik dan dapat diandalkan. 

Era baru digitalisasi pekerjaan, transformasi informasi yang terjadi terus-

menerus, perubahan-perubahan kebijakan menjadi tantangan bagi Pejabat 

Fungsional SDM Aparatur. Oleh karena itu, pembekalan pengembangan 

kompetensi bagi para Pejabat Fungsional SDM Aparatur, seperti diberikan ruang 

belajar yang berkelanjutan, fasilitas komunitas belajar dan ruang pengembangan 

diri lainnya, diharapkan mampu mengatasi tantangan disrupsi teknologi digital 
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seperti yang terjadi sekarang ini. Berdasarkan latar belakang di atas jelas bahwa 

Analis SDM Aparatur memiliki nilai dan fungsi yang sangat penting. Mereka harus 

diberikan wadah pengembangan dan pembinaan kompetensi supaya menjadi 

pribadi yang mobile, adaptif dan mampu memberikan kinerja yang optimal bagi 

kemajuan instansi pemerintah.  

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang muncul dan perlu diatasi antara lain: 

1. Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta 

jumlahnya mendominasi lebih dari separuh jumlah pegawainya yang menjadi 

tulang punggung penggerak, bila tidak diberikan pembinaan yang sesuai akan 

menyebabkan terhambatnya kinerja instansi. 

2. Hasil pemetaan kompetensi yang dilakukan menunjukkan adanya kompetensi 

yang tidak merata pada Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur di Kantor 

Regional V BKN Jakarta. 

3. Adanya kesenjangan jumlah nilai JP pengembangan kompetensi pegawai 

Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta yang menyebabkan 

kesenjangan pengetahuan dan keterampilan kerja. 

4. Banyak pegawai fungsional Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN 

Jakarta yang tidak lulus dalam mengikuti uji kompetensi. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Mengacu pada latar belakang, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur 

dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan fungsi 

tugasnya di instansi. Oleh karena itu,  pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Apa saja faktor yang menentukan pengembangan kompetensi Jabatan 

Fungsional Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta? 

2. Bagaimana strategi pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis 

SDM Aparatur di Kantor Regional V BKN Jakarta? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

antara lain: 

1. Menjabarkan faktor-faktor yang menentukan pengembangan kompetensi 

pegawai khususnya Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur di Kantor 

Regional V BKN Jakarta. 

2. Merumuskan strategi dalam upaya pengembangan kompetensi pegawai 

khususnya Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur di Kantor Regional V 

BKN Jakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti dan 

juga praktisi manajemen sumber daya manusia aparatur, di antaranya adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sivitas 

akademis dalam menambah Khasanah penelitian khususnya yang berkaitan 

dengan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, serta sebagai rujukan 

dalam mengembangkan penelitian yang lebih luas dan mendalam untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta mendorong 

Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur untuk meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki agar menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola dan 

meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya manusia aparatur. 

 


